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PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

NOMOR   10   TAHUN  2013       

 
 TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU              
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di pandang perlu 

merubah dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja  

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5094; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010  
Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013  
Nomor 10). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

dan 

BUPATI OGAN KOMERING ULU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Tahun 2010 Nomor 8)  diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Sat Pol-PP mempunyai fungsi : 

a. penyusunan  program  dan  pelaksanaan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
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b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah 

dan  Peraturan Bupati;  
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau 

Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati; dan  
g. pelaksanaan tugas  lainnya  yang diberikan oleh 

Bupati. 
 

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g meliputi : 

a. mengikuti proses penyusunan Produk Hukum Daerah 

serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk 

hukum daerah; 

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP 

termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara; 

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang 

belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

d. membantu pengamanan dan penertiban 

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan 

umum Kepala Daerah; 

e. membantu pengamanan dan penertiban 

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan 

yang berkala massal; dan 

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang 

diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 10 

 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari  

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur; 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 11 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf b terdiri dari : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c 
terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

(3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf  d 

terdiri dari: 

a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan  

b. Seksi Kerja sama. 

(4) Bidang Sumber daya Aparatur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri dari : 

a. Seksi Pelatihan Dasar; dan 

b. Seksi Teknis Fungsional. 

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf  f terdiri dari : 

a. Seksi Satuan Linmas; 

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
 

Ditetapkan di Baturaja 
pada tanggal 23 September 2013                 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

                    Cap/Dto 

YULIUS NAWAWI 

Diundangkan di  Baturaja 
pada tanggal 23 September 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

          OGAN KOMERING ULU, 
 

 Cap/Dto  

UMIRTOM 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TAHUN  2013  NOMOR 



5 
 

   KEPALA SATUAN 

  

LAMPIRAN 

PERATURAN DAERAH KAB. OGAN KOMERING ULU  
NOMOR  10   TAHUN 2013       

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. 

  

          
                                        

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

SUBBAG 

PROGRAM 

SEKRETARIAT 

SUBBAG 

KEUANGAN  
SUBBAG 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

Unit Pelaksana 
Teknis Satpol PP 

Kecamatan 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN 

MASYARAKAT 

SEKSI OPERASI DAN 
PENGENDALIAN 

 

SEKSI KERJA SAMA 

BIDANG  
SUMBER DAYA 

APARATUR 

SEKSI PELATIHAN DASAR 

SEKSI TEKNIS 

FUNGSIONAL 

SEKSI SATUAN LINMAS  

BIDANG 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

SEKSI BINA POTENSI 

MASYARAKAT 

BIDANG 

PENEGAKAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

DAERAH 

SEKSI PEMBINAAN, 
PENGAWASAN DAN 

PENYULUHAN 

SEKSI PENYELIDIKAN DAN 

PENYIDIKAN 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

Cap/Dto 

YULIUS NAWAWI 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA 

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  


